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ABSTRAKSI

TIGO BETA SATRIA, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Usiisitas Brawijaya,
Januari 2009, Penerapan Sanksi Pidana Dan Tindb&dradap Anak Menurut
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 (Studi Di PengadMegeri Malang)
Abdul Madjid, SH.,M. Hum. ; Setiawan Noerdajasakti, SH., MH.

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas meagePenerapan
Sanksi Pidana Dan Tindakan Terhadap Anak Menuraiabg-Undang Nomor 3
Tahun 1997 (Studi Di Pengadilan Negeri Malang)ihadtilatarbelakangi bahwa
sekarang ini banyak ditemukan gejala sosial yandhae dalam perkembangan
pada anak terkait dengan banyaknya tindak pidang gdakukan oleh anak.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengamalgenerapan sanksi
pidana dan tindakan terhadap anak menumdang-Undang Nomor 3 Tahun
1997 dan menganalisis hambatan-hambatan dalamgpamesanksi pidana dan
tindakan terhadap anak menutritdang-Undang Nomor 3 Tahun 1997.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa daldmdang-Undang Nomor 3
Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, tersebut adgbematuran yang lebih
khusus yang sebelumnya diatur dalam pasal 45, A&Kithb Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP). Maka dengan Undang-Undang No&dahun 1997
dapat mengenyampingkan undang-undang umum yan@ptarddalam Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), disamping itiapeanak yang terlibat
perkara pidana mendapat perlakuan yang berbedadiigkan dengan orang
dewasa, hal itu mengingat anak merupakan genetata alan masih perlu adanya
pembinaan.

Penerapan sanksi pidana dan tindakan terhadappateitu tindak pidana
merupakan kewenangan hakim untuk memilih penergmama dan tindakan, di
mana menurut hakim lebih tepat untuk diputuskam Dalam hal menentukan
pidana dan tindakan terhadap anak nakal sebagakyéhdak pidana sebelum
memutuskan, maka Hakim melihat dahulu berat ringantidak pidana yang
dilakukan oleh anak. Disamping itu juga Hakim jug@mperhatikan keadaan
keluarga dan lingkungannya dan juga laporan hasiklitian dari Pembimbing
Kemasyarakatan (BAPAS) dan dalam hal ini pemidamgaryang dijatuhkan
hakim berdasarkan hati nurani yang bersifat sulifydkhgan menekankan pada
hati nurani yaitu memiliki rasa kasih sayang, agiatarhadap anak yang masih
bisa dididik dan sifatnya tidak menghilangkan medsaan anak tersebut dalam
mengambil kebijakan dan memutuskannya. Pertimbahgkim tersebut meliputi
. segi perbuatannya (tindak pidananya), segi kgluéorang tua, wali, orang tua
asuh), segi lingkungan dan laporan hasil penelidan BAPAS (Pembimbing
Kemasyarakatan).

Hambatan-Hambatan dari penerapan Undang-Undang rn8m®ahun
1997 tentang Pengadilan Anak secara yuridis nofridék diperoleh hambatan-
karena hakim bebas dalam menjatuhkan pidana ddalalin kebebasan ini tentu
ada batasnya tidak pidana ada maksimum khusus gamum umum dan jenis
pidananya pun tertentu. Namun secara teknis tenigpttadapat kendala-kendala
seperti : anak tidak sepenuhnya mengetahui resisg akan perbuatan yang
dilarang menurut hukum yang berlaku, masih dipenuledanya pelatihan dan
pendidikan lanjutan pada hakim yang menangani parkenak agar dapat
memahami psikologi anak, terkadang orang tua, \a#diy orang tua asuh anak
ternyata tidak sepenuhnya memiliki komitmen untwndidik anaknya agar tidak
melakukan perbuatannya yang dilarang atau perbpédana.
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagdi satu sumber daya
manusia yang merupakan potensi dan penerus ciggerjuangan bangsa,
yang memiliki peran strategis dan mempunyai cirin dsifat khusus,
memerlukan pembinaan perlindungan dalam rangkaamenjpertumbuhan
dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara, serasi, selaras dan
seimband.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997nparanak
sebagai bagian dari generasi muda yang meneruskacita perjuangan
bangsa dan memerlukan pembinaan dan perlindungam dangka menjamin
pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, daralsescara utuh. Hal
tersebut dipandang penting, anak atau khususnyk bBriBbnesia sebagai
generasi penerus bangsa mendapatkan hak-haknya aa¢gagembangkan
kreatifitas, aktifitas sebagai generasi penerugsaindonesia.

Perkembangan hukum di Indonesia, dalam penerajoiam
pelaksanaannya di lapangan atau berdasarkan kanpgta meskipun dalam
aturan hukum yang telah dirumuskan dalam suatu ngidadang (UU),
masih ada masyarakat atau pihak-pihak lain yanggmepretasikan atau
persepsi yang berbeda sehingga penerapan undaagegutetsebut ada yang

kurang tepat. Kekurang-tepatan penerapan dan pelake undang-undang

'Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentBeggadilan Anakh. 1

1
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tersebut selain akan menggoyahkan sistem hukum a@agli Indonesia, juga
sangat tidak membantu pemeliharaan terhadap pernigach anak.

Masalah ini adalah masalah yang sangat komplakg ynelibatkan
banyak pihak, maka agar supaya peranannya lebihdyaérlukan syarat-
syarat antara lain : bahwa semua pihak (yang &ridalam perlindungan
anak) harus mempunyai persepsi atau interpretasy ysama khususnya
kepada anak-anak yang bermasalah. Tentang masstadah kewajiban dari
manusia, masalah keadilan termasuk permasalahgrmpgalu adanya persepsi
yang benar, pelaksanaan perlindungan anak ini hditeksanakan secara
bersama-sama oleh setiap warga negara Indonesia saidap anggota
masyarakat baik individu maupun kolektif (LSM) daiga oleh pemerintah.
Jadi perlindungan anak tidak bertumpu pada oraagdja, tetapi merupakan
tanggung jawab bersama/kolektif ataupun oleh magkgar pelaksanaan
perlindungan anak ini harus dilaksanakan secaianas bertanggungjawab
dan berdasarkan manfaat, yaitu bagi orang laim,sdindiri, anak itu sendiri
dan masyarakat.

Tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anakshdilihat dan
dipahami sebagai suatu gejala sosial, artinya tidlak boleh memberikan
suatu stigma (cap) atau tanda yang jelek bahwa dmalahat karena
melakukan tindak pidana melainkan kita harus memaftimn memberikan
perhatian dan kasih sayang kepada mereka. Oleh&étependekatan yuridis
kepada anak yang melakukan tindak pidana hendalebja mendekatkan

pada pendekatan persuasive, edukatif, psikologigg erarti sejauh mungkin

’Maulana Hasan Wadong, Pengantar Advokasi Hukum Perlindungak Mmafindo,
Jakarta, 2000, h. 28.



3
menghindari proses hukum yang semata-mata bergifi@nghukum,
menjatuhkan mental (degradasi mental) dan menghad@pnatisasi yang
dapat menghambat perkembangan dan kematangan ygengdari anak.

Seorang anak seharusnya menikmati kehidupanna¢smikmati masa
kanak-kanaknya. Dimana selalu dikelilingi oleh rgsamg menggembirakan
dan kebahagiaan baik dalam lingkup keluarga maugiufuar keluarga.
Sebaliknya seorang anak yang semestinya merekaapathkdn apa yang
mereka miliki seperti hak-hak dasar tersebut berdkiinya karena menjadi
korban keadaan sosial ekonomi orang tuanya dan mtemjadi korban
ketidakadilan dari orang-orang yang tidak bertamggawab.

Seperti halnya yang ada dalam koran Jawa Posmanguraikan anak
menjadi korban ketidakadilan dari orang-orang yeaak bertanggung jawab
yang melibatkan seorang anak siswi dalam pestakoesgmsi atau memakai
sabu-sabu (SS) yang ditangkap oleh pihak kepolfsian

Dan juga tindak pidana yang dilakukan oleh seprpelajar SMU,
ditangkap polisi karena diduga menjadi pengedakafe’ Perbuatan yang
dilakukan oleh pelajar tersebut mengkonsumsi atamakai sabu-sabu (SS)
merupakan tindak pidana yang diatur dalam pas2) $ub a Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 1997, yang berbunyi : Anak yang metak tindak pidana.

Seperti yang kita ketahui dalam dasawarsa inydarkita temukan
gejala sosial yang terlihat dalam perkembangan padk di era masa kini,

yang mengakibatkan dampak buruk pada anak dengala-gejala pada anak

3 Suami Isteri Bisnis SS, Jawa Pos, Metropolis, tangg@aluni 2008 , h. 4
* Pelajar SMU Edarkan Narkoba, Jawa Pos, 2008. hal. 6.

®> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
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yang berbentuk kejahatan yang dilakukan oleh abakdndonesia masalah
kejahatan anakdelekuensijanak belum begitu banyak disoroti oleh sistem
peradilan dan penegakan hukum pada masyatakat

Sanksi tindakan terhadap anak yang melakukaakipilana itu lebih
menitikberatkan pada kesejahteraan anak itu seddii pada kepentingan
masyarakat secara keseluruhan. Kata “Pidana” béedryang “dipidanakan”,
maka unsur “hukuman” sebagai suatu pembalasan $eknmdalam kata
“pidana’. Kalau kita kaitkan dengan pasal 23 Undaimglang Nomor 3 tahun
1997 tentang sanksi pidana, berarti hukuman sebpgaibalasan yang
dideritakan kepada seorang anak, maka denganngaah mempengaruhi
perilaku anak dan ataupun perkembangan fisik, rheyng akan
menjatuhkan anak itu sendiri sebagai generasi psnaangsa. Lain halnya
dengan pasal 24 Undang-Undang Nomor 3 tahun 18f@farg sanksi
tindakan, yang menitikberatkan pada kesejahterasak.aDalam hal ini
penting sekali diefektitkan suatu sanksi tindakang/ dijatuhkan kepada
anak. Berbeda dengan pidana, maka tindakan bemtujoreelindungi
masyarakat, sedangkan pidana menitikberatkan paagepaan sanksi kepada
pelaku suatu perbuatan. Tetapi secara teori, sdisdakan dengan cara
demikian, karena pidanapun sering disebut bertujuaitnk mengamankan
masyarakat dan memperbaiki terpidéna.

Dalam hal ini sanksi yang berupa tindakan saagaéfektif untuk
diterapkan kepada anak yang melakukan tindak pidamayang melakukan

perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baékurut peraturan

® Maulana Hasan Wadong, Op.Cit. h. 81.

" Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.



5
perundang-undangan maupun menurut peraturan hukimnydng hidup dan
berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan, sebagaidiatur dalam pasal
1 ayat (2) sub a, b, Undang-Undang Nomor 3 tahi@¥ 18ntang Pengadilan
Anak. Dan begitu pula dalam pasal 24 Undang-Undémgpor 3 tahun 1997
tentang sanksi tindakan yang mengutamakan kesmahteanak, untuk
mengikuti pendidikan, pembinaan yang melihat maspad anak-anak
Indonesia sebagai generasi penerus bangsa.

Dari uraian latar belakang masalah di atas, rpakeliti tertarik untuk
mengambil judul: “Penerapan Sanksi Pidana Dan kiad& erhadap Menurut
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengaditeak” (Studi di

Pengadilan Negeri Malang)

. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah, maka dalamlit@aneini
dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :
1. Bagaimana penerapan sanksi pidana dan tindekiaadap anak menurut
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 ?
2. Apakah hambatan-hambatan dalam penerapan gad&sia dan tindakan

terhadap anak menurundang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 ?

. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuanit@Eanehi adalah
sebagai berikut :
1. Untuk menganalisis penerapan sanksi pidanaiddakian terhadap anak

menurutUndang-Undang Nomor 3 Tahun 1997.
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2. Untuk menganalisis hambatan-hambatan dalam geaersanksi pidana

dan tindakan terhadap anak menudndang-Undang Nomor 3 Tahun

1997.

D. Manfaat Penelitian
Manfaat dari penelitian ini adalah :
1. Manfaat Teoritis
a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambddzan pengembangan
ilmu pengetahuan bidang hukum khususnya hukum piddalam
kaitanya dengan pengadilan anak.
b. Penelitian ini dapat menjadi rujukan atau refereeoritis bagi pihak
lain yang mengkaji dan melakukan penelitian tentaerggadilan anak.
2. Manfaat Praktis
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadidrapertimbangan dan
masukan bagi penegak hukum untuk menerapkan sprdesia dan
sanksi tindakan terhadap anak yang melakukan pgdaag hukum.
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bergungi lmaasyarakat pada
umumnya mengetahui pengadilan terhadap anak yarigkukan

pelanggaran hukum.

E. Sistematika Penulisan
BAB | Pendahuluan

Bab pendahuluan ini berisikan uraian tentang ldialakang
permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitiaanfaat

penelitian, metode penelitian dan sistematika psawol



BAB Il

BAB Il

BAB IV

BAB V

Tinjauan Pustaka

Bab ini menerangkan tentang pengertian sanksi pidaengertian
sanksi tindakan, jenis-jenis pidana, jenis-jenisdakan serta
pengertian anak.

Metode Penelitian

Bab ini menerangkan mengenai metode penelitian,asiok
penelitian, jenis dan sumber data, populasi danpshnieknik
pengumpulan data dan analisis data.

Pembahasan

Dalam bab ini yang berisi pembahasan dari permiasalgang
ada. Sub bab (A) membahas penerapan sanksi pidan#zndakan
terhadap anak menuruindang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dan
hambatan-hambatan dalam penerapan sanksi pidanandakan
terhadap anak menurundang-Undang Nomor 3 Tahun 1997.
Penutup

Bab penutup merupakan bab penutup yang berisikampgelan

dan saran-saran dari hasil penelitian yang telahnlgelakukan.



BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Sanksi Pidana

Secara umum hukum pidana yang berlaku di Indariesialah hukum
pidana yang telah dikodifisir, yaitu sebagian beksar aturan-aturannya telah
disusun dalam suatu Kitab Undang-UndaiWjet Boek) yang dinamakan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkank anak secara
khusus di dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 199manhg Pengadilan
Anak. Maka dalam hal ini peraturan yang khusus reepgmpingkan yang
umum “Lex Specialis Derograt Lex Generalis’yang sebelumnya diatur
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) y&rgantum pada
Pasal 45, 46, 47 KUHP, tentang Hal-Hal Yang Mengkkan, Menerangkan,
dan Memberatkan Pengenaan Pidana yang Belum Berlh(@nam belas)
tahun. Sehingga sejak diundangkannya Undang-Undantpr 3 Tahun 1997
pada tanggal 3 (tiga) Januari 1997, dan diberlakuka selama setahun
kedepan yaitu pada tahun 1998, maka dalam Pasal&45}7 KUHP tidak
dapat berlaku lagi dengan adanya peraturan yaityKébsus tersebut.

Menurut Andi Hamzah, hukuman adalah suatu peiagemum,
sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nesfapg sengaja
ditimpahkan kepada seseorang, sedangkan pidanpakarusuatu pengertian
khusus yang berkaitan dengan hukum pidaS@bagai pengertian umum,

sebagai suatu sanksi atau nestapa yang dideritdialn.pengertian sanksi

8 Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesidny@r&@aramita, Jakarta,
1999.h. 1
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pidana mempunyai dua arti, antara sanksi dan pjdgarag memiliki arti
sendiri-sendiri, tetapi disini yang mengandung @uf, tetapi masih ada
persamaannya dan keduanya memiliki persamaan waitiiu sanksi atau
nestapa yang dideritakan

Lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1@8&laskan
mengenai putusan yang dapat diambil oleh hakim yaeggenai perkara
pidana anak. Putusan itu dapat berupa pemidanaan b&rupa tindakdn
Dasar hukumnya diatur pada Pasal 22 yang menyablierhadap Anak
Nakal hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakamg yditentukan dalam
Undang-Undang ini”.

Menurut Darwan Prinst, sanksi pidana terhadapk amezkal yaitu
hukum yang dijatuhkan atas diri seseorang yangukérlsecara sah dan
meyakinkan melakukan tindak pidana. Sanksi pidamhatlap anak nakal
yang terdapat pada Pasal 23 dijelaskan tentang rivid@cam yang Dapat
Dijatuhkan oleh Hakim Terhadap Anak-Nakal adalabaRa Pokok atau
Pidana Tambahan, yaitu :

1. Pidana Pokok yang dapat dijatuhkan kepada amledd ralah :
a. Pidana penjara.
b. Pidana kurungan.
c. Pidana denda.

d. Pidana pengawasan.

® Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997, tentBeggadilan Anakh. 9.
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2. Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dajan?2 terhadap anak
nakal dapat juga dijatuhkan Pidana Tambahan, bgrexznpasan barang-
barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi.

Menurut Hulsman, sanksi-sanksi pidana dapat digglan dalam
pelbagai cara. Hukum pidana membedakan antara tarkmmkuman dan
langkah-langkah serta hukuman pokok dan hukumarbaham. Selain itu
berdasarkan hukum dapat dibedakan antara sisterghglemman umum
seperti yang tertera dalam Kitab Undang-Undang lHulRidana bagi para
pelaku tindak pidana yang telah dewasa dan sisemghukuman khusus baik
untuk kelompok-kelompok tertentu (misal : hukumulalintas, hukum
perpajakan dan hukum sosial-ekonomi).

Adanya suatu pembedaan-pembedaan hukuman, nizd@dadan pula
antara sanksi-sanksi yang dikenakan setelah padagpupengadilan dengan
sanksi-sanksi yang di luar peradilan, tapi disamksi yang di luar peradilan
ataupun tidak dianggap sebagai sanksi-sanksi &gagian didasarkan pada
hukum, selain itu doktrin mengakui dikenakan sasksiksi di luar peradilan
bukan Undang-Undang, maka hal tersebut tidak mgkmigukum, yang dapat
dikenakan hanya apabila si pelaku menyetujuinya.

Menurut Made Sadhi Astuti bahwa teori tujuan [adsianaan
berdasarkan falsafah Pancasila tepat untuk ditarapkgi anak di Indonesia.
Khusus mengenai masalah pidana sebagai suatu im@&ddak dalam hukum

pidana, yang merupakan persoalan penting ialah emamgkonsep tujuan
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pemidanaan, dalam rangka mencari dasar pembenarapednberian pidana,
sebagai upaya untuk menjadikan pidana lebih fungsfo

Dalam hal ini sangatlah penting sekali untuk nmémiean teori tujuan
pemidanaan itu sendiri, yang kalau kita kaitkangdenfalsafah Pancasila itu
sendiri yang menjadi dasar negara Indonesia, dga piir itu sangatlah
penting sekali dalam menentukan teori tujuan penada yang berdasarkan
Pancasila.

Pengertian pidana banyak para sarjana yang lsapah dan
menginterpretasikan pidana dan tujuan pidana indige Menurut Saleh,
bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan inijleérauatu nestapa yang
dengan sengaja ditimpahkan negara pada pembukgitdéli

Menurut Soesilo pidana sebagai sesuatu peraisizdrenak (sengsara)
yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepadagoyang telah melanggar
undang-undang hukum pidarfa”.

Dari beberapa pengertian pidana tersebut, dapayimpulkan bahwa
pidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Pengenaan atau pemberian penderitaan atau @megtany tidak enak
dirasakan atau yang tidak menyenangkan.

2. Diberikan dengan sengaja oleh penguasa atansistang berkuasa, dan

3. Dibebankan atau ditempatkan kepada seseorang wygrersalahkan

melakukan tidak pidana menurut ketentuan undangiuyah.

2 Made Sadhi Astuti, Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai P@iakiak Pidana,
Penerbit IKIP, Malang, 2002, h. 25.
* Ibid. h. 26.

4 lbid. h. 26
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Berdasarkan uraian ini, maka pidana merupakaatuspenderitaan
yang dikenakan negara kepada seseorang yang tedkukan perbuatan
yang dilarang oleh undang-undafg.
Beberapa teori yang menjelaskan masalah pembgridana dan
berkaitan dengan tujuan pidana, maka ada tiga galorutama teori untuk
membenarkan penjatuhan pidana tersebut yaitu :

1. Teori Absolut/Teori Pembalasan

Menurut teori absolut, bahwa setiap orang yarelakukan tindak
pidana berdasarkan asas pembalasan dari perbumignelah dilakukan
yang mengakibatkan orang lain menjadi korban darbyatannya. Dasar
dari teori absolut ini adalah penjatuhan pidana alegara yang cenderung
bertitik pangkal pada adanya pembalasan yang sghirmgang yang
melakukan tindak pidana tersebut dapat dijatuhi h@@asan yang
menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpdg@adanya.

Hukum pidana digunakan sebagai alat penindasahadap
masyarakat pribumi yang dijajah. Untuk mengetabuian pemidanaan di
Indonesia tentunya dengan mempelajari peraturanngang-undangan
pidana yang berlaku sekarang KUHP. KUHP tidak m&akan secara
tegas tujuan pemindaannya. Sebagaimana diketahuicdbKUHP adalah
peninggalan Belanda yang dengan asas konkordabsilakukan di
Indonesid.

Kranenburg  mengemukakan bahwa  kesadaran  hukum

mengharuskan si penjahat merasakan apa yang tdlarbuatnya

5 .
Ibid, h. 26
® Muhari Agus Santoso, Paradigma Baru Hukum Pidana, AveRmess, Malang, 2002,
h. 57
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terhadap masyarakat. Makin besar kejahatan yargghiipt oleh penjahat
maka semakin besar pula penderitaanrya”.

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkeswa teori absolut
| pembalasan penjatuhan pidana bertitik pangkah gembalasan yang
diberikan oleh negara kepada penjahat dan siapaysajg melakukan
kejahatan harus mendapatkan pidana pembalasamyamgeritakan atau
nestapa yang sengaja ditimpahkan kepadanya, k&egahatan tersebut
tidak diperbolehkan. Pembalasan terhadap orang ya@akukan
kejahatan itu adalah keadilan bagi seorang yangaaiekorban dan bagi

pelaku itu sendiri.

. Teori Relatif atau Teori Nisbi

Sesuai fungsi tujuan hukum itu sendiri bahwa umuk
memungkinkan sebagai pengayomaan, maka tata hukdemap dan
hukum pidana Indonesia yang disusun dalam undadgngn bertujuan
agar supaya fungsi hukum sebagai pengayoman tbeasaijud dengan
sebenar-benarnya sehingga seluruh rakyat, bukpa gian yang berada
dalam wilayah Republik Indonesia dapat mengenyanndangan dan
keadilan. Gangguan-gangguan terhadap rasa amaerteam masyarakat
sepanjang jaman akan selalu ada, namun dengangkamegukum yang
tepat dan cepat, gangguan tersebut akan segetdnkiiyu Rasa aman dan
tentram masyarakat sungguh merupakan dambaan setmgota
masyarakat yang sedang membangun seperti Indorsi@mgga rasa
aman dan tentram tersebut diharapkan mendorondifkesadan peran

aktif masyarakat dalam pembangunan.

" Made Sadhi Astuti, Op. Cit. h. 21.
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Sebenarnya yang menjadi tujuan pidana adalah tattib
masyarakat dan untuk menegakkan tata tertib itiertlikan pidana.
Pidana merupakan alat untuk mencegah timbulnyaustirdak pidana
dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetagplteara sehingga adanya
pidana adalah mutlak diperlukan.

Teori relatif tujuan pidana diarahkan kepadahasagar kejahatan
yang telah dilakukan oleh penjahat tidak terulagj (prevensi) Prevensi
ini ada dua macam, yaitu prevensi khusus apeacialdan prevensi umum
atau general Keduaprevensiini didasarkan kepada penjahat, sehingga
orang akan takut melakukan kejahatan.

Suatu pidana dapat disebut sebagai alat pencegahekonomis
jika dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a. Pidana itu sungguh-sungguh mencegah.

b. Pidana itu tidak menyebabkan timbulnya keadaamryylebih
berbahaya atau merugikan daripada yang akan teajzabila
pidana itu tidak diberikan.

c. Tidak ada pidana lain yang dapat mencegah sexfeidif
dengan bahaya/kerugian yang lebih k&cil.

Menurut Bassiouni, tujuan yang ingin dicapaihol@dana pada
umumnya terwujud dalam kepentingan-kepentingan akosyang
mengandung nilai-nilai tertentu. Kepentingan-kepmyan sosial tersebut
adalah :

a. Pemeliharaan tertib masyarakat.

b. Perlindungan warga masyarakat dari kejahatamgken atau

bahaya-bahaya yang dapat dibenarkan, yang dilakokeim

orang lain.
c. Memasyarakatkan kembali (resosialisasi) paraanggiar

hukum.

8 Made Sadhi Astuti, Ibid, h. 32

® Muhari Agus Santos@p.cit.h. 30.
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Memelihara atau mempertahankan integritas payaaan
pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sos@atabat
kemanusiaan dan keadilan sosfal.

Teori pidana relatif bukanlah merupakan penyemgamn atau

perbaikan
walaupun
sebagian

landasan

atas tidak berhasilnya teori pidana ahsd@emikian juga
teori-teori itu dalam perjalanan sejaralaht terbukti gagal
atau seluruhnya, namun masih dapat dipekgo sebagai

berpijak dan titik tolak pemikiran lebidnjut dengan cara

menguji kembali teori-teori yang masih dianggapuaesiengan falsafah

hidup, nilai-nilai budaya bangsa dan negara yamsdngkutart’

Teori Gabungan

Me

nurut Made Sadhi Astuti teori gabungan mendiasa pidana

atas pembalasan dan asas pertahanan tata tekibmhmasyarakat. Teori

gabungan

a.

ini dibagi menjadi tiga golongan yaitu :

Teori gabungan yang menitik-beratkan pada peasaa| tetapi
pembalasan tersebut tidak boleh melampaui batascdlup
untuk dapat mempertahankan tata tertib.

Teori gabungan yang menitik-beratkan pada penizh tata
tertib masyarakat.

Menurut teori ini penjatuhan pidana bertujuan kntu
mempertahankan tata tertib masyarakat, namun péaaier
atas pidana yang dijatuhkan tidak boleh lebih bedeatpada
perbuatan yang dilakukan oleh terpidana.

Teori gabungan golongan yang menganggap, bahdang
memenuhi keharusan melindungi masyarakat, memivetiiila
berat yang sama antara pembalasan dan perlindungan
masyarakat. Tujuan pidana adalah mencerminkan jiwa,
pandangan hidup serta struktur sosial budaya bapgsg
bersangkutar?

bid. h. 30

™ Made Sadhi Astuti, Op.cit, h. 33

2 bid, h. 33
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Dalam teori gabungan ini pidana digunakan untuknjaga
ketertiban dalam masyarakat dengan melaksanakarangidatas
pembalasan agar mereka yang melakukan tindak pidialak akan
melakukan lagi karena tindak pidana atau kejahatianmengganggu
ketertiban dalam masyarakat sehingga sangat dkserlyppenggunaan
pidana pembalasan, tetapi pembalasan disini tidalmpaui batas, dan
jangan sampai tujuan pidana itu sendiri tidak jetasena pembalasan
yang melampaui batas.

Pidana mempunyai dua tujuan pokok, yaitu pergepanderitaan
serta untuk mencegah terjadinya kejahatan. Dalain ifia Muladi
menyebutnya sebagai tujuan pidana yang integyaiif, :

Tujuan pidana adalah pencegahan (umum dan Rhusus
Tujuan pidana adalah perlindungan masyarakat.

Tujuan pidana adalah memelihara solidaritas eragt.
Tujuan pidana adalah pengimbalan/pengimbafijan.

oo

Tujuan dan dasar hukum dari peradilan anak adakamberikan
perlindungan dan mewujudkan kesejahteraan analg pada dasarnya
merupakan bagian dari kesejahteraan sosial. Hukudana dalam
usahanya mencapai tujuan-tujuannya tidaklah haeygah menjatuhkan
pidana, melainkan juga menggunakan tindakan-tindaKandakan ini
juga termasuk sanksi hanya saja sifatnya tidakuadar pembalasannya.
Maksud dari tindakan adalah untuk menjaga keamadan pada

masyarakat terhadap orang-orang yang berbahaya.

13 Muhari Agus Santos@p.cit, h. 28.
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B. Jenis - Jenis Pidana dan Jenis — Jenis Pidana @daAnak
KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidielaé merinci
jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalasalP® KUHP. Pidana
dibedakan menjadi 2 kelompok, antara pidana polkoigdn pidana tambahan
Pidana pokok terdiri dari :

1. Pidana mati.

o

Pidana penjara.

‘e

Pidana kurungan.

4. Pidana denda.

5. Pidana tutupan.

Pidana tambahan terdiri dari :

1. Pidana pencabutan hak-hak tertentu.

2. Pidana perampasan barang-barang tertentu.
3. Pidana pengumuman keputusan hakim

Dalam penjatuhan salah satu jenis pidana pokoketsifat keharusan
(imperatif), sedangkan penjatuhan pidana tambaleasifat fakultatif. Pada
penjatuhan jenis pidana pokok tidak harus dengamathkan jenis pidana
tambahan, tetapi menjatuhkan jenis pidana tambtdtal boleh tanpa dengan
menjatuhkan jenis pidana pokok.

Pidana mati adalah pidana yang paling beratnieapgdana ini berupa
pidana yang berat yang pelaksanaannya berupa péayerterhadap hak
hidup bagi manusia, yang sesungguhnya hak ini betathngan Tuhan.
Menurut Pasal 11 KUHP, pidana mati dijalankan gden jalan

menjerat tali yang terikat di tiang gantungangeher terpidana kemudian
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algojo menjatuhkan-papan tempat terpidana, terpialgan berdiri. Dan setelah
adanya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1969 tentangk&miaan Pidana
Mati yang menetapkan bahwa pidana mati dijalankeamgdn menembak mati
terpidana*.

Pidana penjara adalah bentuk pidana yang kelaitaikgmerdekaan.
Jadi dapat dikatakan bahwa pidana penjara padasdaniamerupakan bentuk
utama dan umum dari pidana kehilangan kemerdekaan.

Batas daripada pidana penjara adalah seumur hidwpselama waktu
tertentu, pidana penjara selama waktu tertentungpgdendek adalah satu hari
dan paling lama lima belas tahun. Penjara seurmduphhanya tercantum
dimana ada ancaman pidana mati (pidana mati atanwehidup atau pidana
penjara dua puluh tahun), seperti yang tercantudaldim Pasal 12 ayat (1),
(2) dan (3) KUHP.

Pidana kurungan adalah sama dengan pidana peygéita sama
ringan sifatnya daripada pidana penjara, dan pidamangan merupakan
delik yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaarnuydelik-delik culpa dan
beberapa dolus (kesengajaan).

Melihat jangka waktu pidana kurungan yaitu kuamgpaling sedikit
satu hari dan paling lama satu tahun, seperti y@mogntum di dalam Pasal 18
ayat (1) KUHP.

Menurut Adami Chazawi bahwa :

Pidana denda dicantumkan pada banyak jenis peleamgbaik sebagai
alternatif dari pidana kurungan maupun berdiri s&n8egitu juga

4 Andi Hamzah)bid, hal. 36.
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terhadap jenis kejahatan-kejahatan ringan maupyah&i&n culpa,
pidana denda sering dicantumkan sebagai alterm#ii pidana
kurungan. Sedangkan bagi kejahatan-kejahatan Balebijarang
sekali diancam dengan pidana defitla.

Pada penjatuhan jenis pidana tambahan tidalk thaigpa menjatuhkan
jenis pidana pokok dan pidana tambahan ini bersiitambah pidana pokok
yang dijatuhkan, jadi jenis pidana tambahan irdakidapat berdiri sendiri tanpa
adanya jenis pidana pokok yang dijatuhkan.

Pidana pencabutan hak-hak tertentu yang dalamngadndang hanya
memberikan kepada negara wewenang (melalui aldidga) untuk
melakukan pencabutan hak tertentu saja. Menurutl B&sayat (1) KUHP,
hak-hak yang dapat dicabut tersebut adalah :

1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jaleatentt ;

2. Hak menjalankan jabatan dalam angkatan berséniit ;

3. Hal memilih dan dipilih dalam pemilihan yang d&&kan
berdasarkan aturan-aturan umum ;

4. Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atetgpan
pengadilan, hal menjadi wali, wali pengawas, permamtau
pengampu pengawas atas anak yang bukan anaknya.send

5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankamapan atau
pengampuan atas anak sendiri.

6. Hak menjalankan mata pencaharian.

Menurut Andi Hamzah menyatakan bahwa pidana pesiaem barang
tertentu merupakan pidana perampasan harta kekagaparti juga halnya
dengan pidana denda. Ada dua macam barang yangdiegapas yaitu :

1. Barang-barang yang didapat karena kejahatan.

2. Barang-barang yang dengan sengaja digunakaamdahelakukan

kejahatart!

SAdami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, PT. Begdindo Persada, Malang
2001, h. 40.
'® Ibid, h. 44.

" Andi Hamzah, Op. cit. h. 64.
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Pidana pengumuman putusan hakim yaitu pidanaguypeaman
putusan hakim ini hanya dapat dijatuhkan dalamhiahlyang telah ditentukan
oleh undang-undang. Di dalam Pasal 43 KUHP diteariukahwa apabila
hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan hendas Kitab
Undang-Undang ini atau aturan umum yang lain, nfeltas ditetapkan pula
bagaimana cara melaksanakan perintah biaya tegpitfan

Pada sub bab terdahulu telah disebutkan bahndand)- Undang
Nomor 3 tahun 1997 secara khusus telah diatur -jenis tindakan dan
pidana.

Dan di dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 19@ngymengatur
lebih lanjut jenis-jenis pidana dan tindakan, dalBasal 23 tentang Pidana
Pokok dan Pidana Tambahan dan dalam Pasal 2619y42) yang mengatur
lebih lanjut penjatuhan hukuman maksimum dari kei@mketentuan tindak
pidana yang ada dalam KUHP tersebut yang mengatarig tindak pidana
yang dilakukannya dan dalam Pasal 26 Undang-Unbtimgor 3 tahun 1997

yang mengatur lebih khusus cara penjatuhan hukuyaabegi anak, yang

berbunyi :

Ayat (1) : Pidana penjara yang dapat dijatunkapalla anak nakal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 hupaiiag
lama 1/2 (satu per dua) dan maksimum ancaman puarara
bagi orang dewasa.

Ayat (2) : Apabila anak nakal sebagaimana dimakdathm Pasal 1

angka 2 huruf a, melakukan tindak pidana yang dianc

18 |bid, hal 65
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dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidaga
pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anakbiet
paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Ayat (3) : Apabila anak nakal sebagaimana dimakdathm Pasal 1
angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 (dua béddm)n
melakukan tindak pidana yang diancam pidana matu at
pidana penjara seumur hidup, maka terhadap anakl nak
tersebut hanya dapat dijatuhkan tindakan sebagaiman
dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b.

Ayat (4) : Apabila anak nakal sebagaimana dimakdathm Pasal 1
angka 1 huruf a, belum mencapai umur 12 (dua bédds)n
melakukan tindak pidana yang tidak diancam pidaa# atau
tidak diancam penjara seumur hidup, maka terhadak aakal
tersebut dijatuhkan salah satu tindakan sebagaimiamaksud
dalam Pasal 24.

Mengenai pidana kurungan terhadap anak nakdhpet pada Pasal

27, yaitu pidana kurungan yang dapat dijatuhkana@aep anak nakal

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 hupafliag lama 1/2 (satu

perdua) dari maksimum ancaman pidana kurungandragg dewasa.
Pasal 28 yaitu mengenai pidana denda yang diijgatihkan pada
anak nakal :

Ayat (1) : Pidana denda yang dapat dijatuhkan #&ap@nak nakal yang
paling banyak 1/2 (satu perdua) dan maksimum ancama

pidana denda bagi orang dewasa.
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Ayat (2) : Apabila pidana denda sebagaimana dinthidalam ayat (1)
ternyata tidak dapat dibayar maka dengan wajibdatkerja.
Ayat (3) : Wajib latihan kerja sebagai penggantindte dilakukan paling
lama 90 (sembilan puluh) hari kerja dan lama latitk&rja
tidak lebih dari 4 (empat) jam sehari serta tiddkkidikan pada
malam hari.

Mengenai pidana bersyarat yang dapat dijatuhlggrada anak nakal
terdapat Pasal 29, dan Pasal 30 tentang PidanaWwasan.

Jadi di sini dalam hukuman kepada anak nakalshditbedakan dari
hukuman pada orang dewasa dan penjatuhan hukumisinmoan itu adalah
1/2 (satu perdua) dari hukuman orang dewasa. Damk umukuman yang
menjatuhkan hukuman mati bagi orang dewasa itaktedla hukuman pidana
mati kepada nakal dan hanya dapat dijatuhi hukypagéing lama 10 (sepuluh)
tahun, seperti yang tercantum dalam Pasal 26 ayatdang-Undang Nomor 3
Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Jenis-Jenis Tindakan

Pada jenis-jenis tindakan terhadap anak nak&@lagsemana dalam
Pasal 24 ayat (1) huruf a, b, c dan ayat (2) dagentukan jenis-jenis
tindakan yaitu :

1. Tindakan yang dijatuhkan kepada anak nakal ialah
a. Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau cizeng@suh.
b. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pédid pembinaan

dan latihan kerja.
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c. Menyerahkan kepada departemen sosial atau esgnisosial
kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidigambinaan dan
latihan kerja.
2. Tindakan sebagaimana diatur dalam ayat 1, ddgagan teguran dan
syarat tambahan yang ditetapkan oleh hakim.

Dalam penjelasan Pasal 24 Undang-Undang Noman31t1997 yang
menjelaskan tentang mengembalikan kepada orangvalg, atau orang tua
asuh, meskipun anak dikembalikan kepada orangwad, atau orang tua
asuh, anak tersebut tetap di bawah pengawasanimiémbgan. Pembimbing
kemasyarakatan, antara lain : mengikuti kegiatgmdtaukaan, dan lain-lain.

Apabila hakim berpendapat bahwa orang tua, veafiu orang tua
asuh, tidak memberikan pendidikan dan pembinaamy yabih baik, maka
hakim dapat menetapkan anak tersebut ditetapkan Ldmbaga
Pemasyarakatan Anak untuk mengikuti pendidikan, bpeaan, dan latihan
kerja. Latihan kerja dimaksudkan untuk memberikakab ketrampilan
kepada anak, misalnya dengan memberikan ketrampita@ngenai
pertukangan, pertanian, perbengkelan, tata rias, sEbagainya sehingga
setelah selesai menjalani tindakan dapat hidup mand

Pada prinsipnya pendidikan, pembinaan, dan Iatihkerja
diselenggarakan oleh pemerintah di Lembaga Penwsyan Anak atau
Departemen Sosial, tetapi dalam hal kepentingak amsnghendaki, hakim
menetapkan anak yang bersangkutan diserahkan kepadaisasi sosial
kemasyarakatan, seperti pesantren, panti sosialletabaga sosial lainnya

dengan memperhatikan agama anak yang bersangk¥targ dimaksud
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dengan “Teguran” adalah peringatan dari hakim badara langsung terhadap
anak yang dijatuhi tindakan, maupun secara tidagdang melalui orang tua,
wali, atau orang tua asuhnya, agar anak tersaiak thengulangi perbuatan
yang mengakibatkan ia dijatuhi tindakan. Yang disuak dengan “Syarat
Tambahan” misalnya kewajiban untuk melapor secagaogik kepada
Pembimbing Kemasyarakatan.

Bagi anak nakal yang melakukan tindak pidana,ama&kim dapat
memilih menjatuhkan pidana sebagaimana yang dintakislam Pasal 23
Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 atau penjatulmaiakan sebagaimana
yang dimaksudkan dalam Pasal 24 Undang-Undang N8rtadrun 1997.

Sedangkan terhadap anak nakal yang melakukanuatarb yang
dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut undemng maupun
menurut peraturan hukum lain yang masih hidup damnlaku dalam
masyarakat yang bersangkutan, maka hakim hanyat dagajatuhkan
tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Undadg#d Nomor 3 tahun
1997.

Menurut Darwan Prinst menyatakan bahwa terhadajg aakal yang
belum berumur 12 (dua belas) tahun dan melakukaaki pidana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huyahg,diancam dengan
pidana penjara sementara waktu, tidak diancam dehguman mati atau
seumur hidup dijatuhkan sanksi, akan tetapi betuqgakan dan yang untuk
dapat diajukan ke depan sidang pengadilan anaka ma#k nakal minimum

telah berumur 8 (delapan) tahun dan maksimum &@&dn belas) tahun.

9 Darwan Prinst, Op.Cit. h. 27
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Jadi disini sangat jelas batasan mana yang mhlb@rikan sanksi
pidana dan tindakan, dimana usia dibawah umur 12 (las) tahun yang
menurut Darwan Prinst tidak bisa dikenai sanksapa akan tetapi sanksi
tindakan. Dan batasan umur yang dapat dijatuhkaksspidana adalah anak
yang berumur 12 tahun ke atas sampai umur 18 (@elaplas) tahun, dan
anak nakal yang dapat diajukan ke sidang pengadiitgara umur 8 (delapan)
tahun sampai umur 18 (delapan belas) tahun.

Bagi anak nakal yang melakukan tindak pidana, anad&kim dapat
memilih menjatuhkan pidana sebagaimana yang dindakislam Pasal 23
atau tindakan sebagaimana dimaksud Pasal 24 Undadanrg Nomor 3
tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Sedangkandaphanak nakal yang
melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagk baik menurut
perundang-undangan maupun menurut peraturan hulkim ybng masih
hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkotaka hakim hanya
dapat menjatuhkan tindakan sebagaimana diatur d&asal 24 Undang-
Undang Nomor 3 tahun 1997.

Mengenai bentuk keputusan berupa pemberian tandak, diberikan
penjelasan dalam Pasal 24 Undang-Undang Nontahth 1997, sebagai
berikut :

Ayat 1 :

1. Meskipun anak dikembalikan kepada orang tuaj, atall orang tua asuh,
anak tersebut tetap di bawah pengawasan dan biarbipgmbimbing
kemasyarakatan antara lain mengikuti kegiatan kepkaan dan

kegiatan-kegiatan lainnya.
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2. Apabila hakim berpendapat bahwa orang tua, ataii orang tua asuh
tidak dapat memberikan pendidikan dan pembinaag iglnh baik, maka
hakim dapat menentukan anak tersebut ditempatkanledibaga
pemasyarakatan anak untuk mengikuti pendidikanbpgman dan latihan
kerja. Latihan kerja dimaksudkan untuk memberikakab ketrampilan
kepada anak, misalnya memberikan ketrampilan mengeertukangan,
pertanian, pembengkelan, tata rias dan ketrampiar@ampilan lainnya
sehingga setelah selesai menjalani tindakan daghab Imandiri.

3. Pada prinsipnya pendidikan, pembinaan dan latkesja diselenggarakan
oleh pemerintah di lembaga pemasyarakatan anakdafzartemen sosial,
tetapi dalam hal ini kepentingan anak menghendadkinm dapat
menetapkan anak yang bersangkutan serahkan dalgamisasi sosial
kemasyarakatan, seperti pesantren, panti sosided#raga sosial lainnya
dengan memperhatikan agama anak yang bersangkutan.

Ayat 2 : Yang dimaksud dengan teguran adalah patamgdari hakim baik
secara langsung baik terhadap anak yang dijatutekan maupun
tidak langsung melalui orang tua, wali atau orarsgasuhnya, agar
anak tersebut tidak mengulangi perbuatan yang nkéveglan ia

dijatuhi tindakarf®

C. Pengertian Sanksi Tindakan Bagi Anak
Sering dikatakan berbeda dengan pidana, makakiamd bertujuan
melindungi masyarakat, sedangkan pidana bertitikatbpada pengenaan

sanksi kepada pelaku yang melakukan suatu perbtiatiak pidana. Tetapi

20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 199¥).cit hal. 39
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secara teori, sukar dibedakan dengan cara denikigma pidana pun sering
disebut bertujuan untuk mengamankan masyarakat oemperbaiki
terpidana. Jadi sanksi pidana itu menitik-berat@mnjatuhan hukuman
daripada pendidikan dan pembinaan terhadap anal,reddangkan sanksi
tindakan itu menitik-beratkan pendidikan dan peradm daripada
hukumannya.

Seperti telah dikemukakan, pidana tercantum damdaPasal 10
KUHP, jadi tindakan bukanlah pidana walaupun berddalalam hukum
pidana, perbedaan tindakan dan pidana agak saraeend tindakan pun
bersifat merampas kemerdekaan.

Tindakan di dalam KUHP terhadap anak di bawah ruada dua
kemungkinarf* :

1. Mengembalikan kepada orang tua atau yang meanalin

2. Menyerahkan kepada pendidikan paksa negara.

Dalam Pasal 45 dan Pasal 46 KUHP, bagi yang caeatainatau yang sakit
jiwa dimasukkan ke rumah sakit jiwa paling lamaigahun.

Dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1%9%elut
ditentukan mengenai sanksi tindakan yang dapatutifan oleh hakim
terhadap anak nakal yang telah terbukti bersaldah ya
1. Tindakan yang dijatuhkan kepada anak nakal ialah

a. Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau cizeng@suh.
b. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pédid pembinaan

dan latihan kerja.

2L Andi HamzahQp. cit, h. 67.
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c. Menyerahkan kepada departemen sosial atau egghnisosial
kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidigambinaan dan
latihan kerja.
2. Tindakan sebagaimana diatur dalam ayat 1, diipeittai dengan teguran
dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh hakim.

Bagi anak nakal yang melakukan tindak pidana,amna&kim dapat
memilih menjatuhkan pidana sebagaimana yang dindakislam Pasal 23
Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 atau penjatulmaiakan sebagaimana
yang dimaksudkan dalam Pasal 24 Undang-Undang N8rtadrun 1997.

Sedangkan terhadap anak nakal yang melakukanugtarb yang
dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut undamtang maupun
menurut peraturan hukum lain yang masih hidup damlaku dalam
masyarakat yang bersangkutan, maka hakim hanyat dapajatuhkan
tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Undadg#ig Nomor 3 tahun
1997.

Menurut Darwan Prinst, terhadap anak nakal yaign berumur 12
(dua belas) tahun dan melakukan tindak pidana sé&ibaga dimaksud dalam
Pasal 1 angka 2 huruf a, yang diancam dengan pidangmra sementara
waktu, tidak diancam dengan hukuman mati atau seumdwp dijatuhkan
sanksi, akan tetapi berupa tindakan dan yang utdiplat diajukan ke depan
sidang pengadilan anak, maka anak nakal minimurmahtderumur 8

(delapan) tahun dan maksimum 18 (delapan belasjah

22 Darwan PrinstHukum Anak Indonesi#T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, h. 27
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Jadi disini sangat jelas batasan mana yang mhlb@rikan sanksi
pidana dan tindakan, dimana usia dibawah umur 12 (las) tahun yang
menurut Darwan Prinst tidak bisa dikenai sanksapa akan tetapi sanksi
tindakan. Dan batasan umur yang dapat dijatuhkaksspidana adalah anak
yang berumur 12 tahun ke atas sampai umur 18 (@elaplas) tahun, dan
anak nakal yang dapat diajukan ke sidang pengadiitara umur 8 (delapan)
tahun sampai umur 18 (delapan belas) tahun.

Bagi anak nakal yang melakukan tindak pidana, anad&kim dapat
memilih menjatuhkan pidana sebagaimana yang dindakislam Pasal 23
Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997. Sedangkan tephadak nakal yang
melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagk baik menurut
perundang-undangan maupun menurut peraturan hulkimm ybng masih
hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkaotaka hakim hanya
dapat menjatuhkan tindakan sebagaimana diatur d&lasal 24 Undang-
Undang Nomor 3 tahun 1997.

Mengenai pidana penjara yang dapat dijatuhkarad@mnak nakal
yang melakukan tindak pidana ini diatur dalam P&&lUndang-Undang
Nomor 3 tahun 1997 yaitu paling lama adalah setendmri maksimum
ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Namubilaaf@a melakukan
tindak pidana yang diancam dengan pidana mati gittana seumur hidup,
maka pidana penjara yang dapat dijatunkan kepadk @nsebut adalah 10
(sepuluh) tahun.

Apabila anak nakal yang melakukan tindak pidag@ebut belum

berusia 12 (dua belas) tahun dan melakukan tindd&anp yang diancam
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dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, makada anak nakal
tersebut hanya dapat dikenakan tindakan saja, sebaga yang diatur di
dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 3 tahun 199@adapnya hanya
dijatuhkan tindakan berupa penyerahan kepada negatak mengikuti
pendidikan, pembinaan dan latihan kerja yang seflayg ia sebagai anak
negara.

Pada Pasal 27 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 198ldaskan bahwa
tindak pidana kurungan dapat dijatuhkan kepada-anak yang melakukan
tindak pidana paling lama adalah 1/2 (setengah) maksimum ancaman
pidana kurungan bagi orang dewasa. Pidana dendpdyaiur dalam Pasal 28
Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 menyebutkan bdiaga anak nakal
dikenakan denda paling banyak 1/2 (setengah) daksmmum pidana denda
orang dewasa. Namun bila denda tersebut tidak diipayar, maka diganti
dengan wajib latihan kerja yang dilakukan palingnda90 (sembilan puluh)
hari kerja dan lama latihan tidak lebih dari 4 (@f)gam sehari serta tidak
dilakukan pada malam hari.

Mengenai pidana pengawasan bagi anak nakal yaekokan
tindakan pidana ditentukan dalam Pasal 30 Undardghin Nomor 3 tahun
1997 yaitu paling singkat 3 (tiga) bulan paling & (dua) tahun. Dalam
menjalani pidana pengawasan ini, maka anak tersitarmpatkan di bawah
pengawasan, orang tua untuk dapat mendidik, memdama membimbing
anaknya dengan baik, diikutsertakan pengawasank pgemerintah dan

masyarakat.
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Pada Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 ini diminkgk pula
adanya putusan hakim berupa pemidanaan, akan wt@mak yang sudah
terbukti bersalah tersebut tidak perlu menjaladapa tersebut dalam lembaga
pemasyarakatan anak. Hal ini lazim disebut dengambgrian pidana
bersyarat sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Urdadang Nomor 3 tahun
1997. Pidana bersyarat ini dapat dijatuhkan pdanga adalah 2 (dua) tahun.
Jangka waktu pelaksanaan pidana bersyarat harusntoéan berbagai syarat
paling lama adalah 3 (tiga) tahun.

Hakim yang menjatuhkan pidana bersyarat ini hamenentukan
berbagai syarat umum dan syarat khusus tentangaibarsyarat tersebut.
Syarat umum adalah bahwa anak nakal tidak akankmeda tindak pidana
lagi selama menjalani pidana bersyarat, sedangkaratskhususnya adalah
melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yamgtapkan dalam putusan
hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anada pdana bersyarat
bagi syarat khusus lebih pendek dari pada masapitarsyarat bagi syarat
umum.

Status dari anak nakal yang menjalani pidana bexsyalalah sebagai klien
pemasyarakatan.

Mengenai bentuk keputusan berupa pemberian tanmdak, diberikan
penjelasan dalam Pasal 24 Undang-Undang Nontahh 1997, sebagai
berikut :

Ayat 1 :
1. Meskipun anak dikembalikan kepada orang tuai, aal orang tua asuh,

anak tersebut tetap di bawah pengawasan dan bienbipgmbimbing
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kemasyarakatan antara lain mengikuti kegiatan kepkaan dan
kegiatan-kegiatan lainnya.

2. Apabila hakim berpendapat bahwa orang tua, af@ii orang tua asuh
tidak dapat memberikan pendidikan dan pembinaag lgnh baik, maka
hakim dapat menentukan anak tersebut ditempatkanledibaga
pemasyarakatan anak untuk mengikuti pendidikanbpean dan latihan
kerja. Latihan kerja dimaksudkan untuk memberikakab ketrampilan
kepada anak, misalnya memberikan ketrampilan memngeertukangan,
pertanian, pembengkelan, tata rias dan ketrampgarampilan lainnya
sehingga setelah selesai menjalani tindakan dagap Imandiri.

3. Pada prinsipnya pendidikan, pembinaan dan latkesja diselenggarakan
oleh pemerintah di lembaga pemasyarakatan anakdafzartemen sosial,
tetapi dalam hal ini kepentingan anak menghendadkinh dapat
menetapkan anak yang bersangkutan serahkan dalgamisasi sosial
kemasyarakatan, seperti pesantren, panti sosideddraga sosial lainnya
dengan memperhatikan agama anak yang bersangkutan.

Ayat 2 :

Yang dimaksud dengan teguran adalah peringatan hdéim baik secara

langsung baik terhadap anak yang dijatuhi tindakeupun tidak langsung

melalui orang tua, wali atau orang tua asuhnyar agak tersebut tidak
mengulangi perbuatan yang mengakibatkan ia dijaintiakari®.

D. Pengertian Anak
1. Menurut Ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 3 Tah887 tentang

Pengadilan Anak:

3 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997, Op.cit, h. 39.
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Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Na&ih
mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum memcamur 18
(delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Dalam Pasal 1 angka 2 huruf a dan b juga dikalasnak nakal
adalah : yang melakukan tindak pidana; atau analg yaelakukan
perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, tmahkurut peraturan
perundang-undangan maupun menurut peraturan hudumyang hidup
dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Menurut Ketentuan Pasal 1 angka 2 UU No. 4 Tah8A9 tentang
Kesejahteraan Anak:

Anak adalah seseorang yang belum mencapai usiaizh t(dua puluh
satu tahun) dan belum pernah kawin.

Menurut para ahli

Menurut Poerwadarminta pengertian anak adalabbdgai
manusia kecil®*

Menurut Koesnoen pengertian anak sebagai manusia, muda
dalam umur, muda dalam jiwa dan pengalaman hidygg/@na mudah
terkena pengaruh keadaan di sekitaﬁ?ya.

Menurut kartono anak adalah keadaan manusiaalg@ng masih
muda usia dan sedang menentukan identitasnyassertgt labil jiwanya,

sehingga sangat mudah kena pengaruh lingkung&hnya

Malang,

24 Made Sadhi Astuti, 2003. Hukum Pidana dan Perlindungan Anaketditas Negeri
h. 6

?® |bid, hal 6

%% |bid, hal 6
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Atmasasmita menyatakan bahwa anak adalah segesggmasih

di bawah usia tertentu dan belum dewasa serta Hewin’’
Dari beberapa pengertian tersebut di atas, ddpatik simpulan
bahwa yang dimaksud dengan pengertian anak seget@ah mencapai
umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai urBufd&lapan belas)

tahun dan belum pernah kawin.

*"bid, hal 6.



BAB I
METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adglaiidis sosiologis
yaitu suatu pendekatan ilmu hukum dan ilmu sosislogang ditempuh
melalui penelitian yang sistematis dan terkontmidiasarkan suatu kerangka
pemikiran yang logis serta kerangka pembuktian kuntaemastikan,
memperluas dan menggdli, yaitu penulis dalam memperoleh dan
mendapatkan data secara langsung dari lapangadégriobyek yang diteliti,
baik data primer sebagai data utama serta datandekusebagai data

pendukung atau pelengkap.

B. Lokasi Penelitian
Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Malabgkasi penelitian
dipilih dengan pertimbangan bahwa di PengadilaneNelylalang pernah

menangani dan atau memutus perkara anak.

C. Jenis Dan Sumber Data
Jenis data dari penelitian ini meliputi :

1. Data primer adalah data yang diperoleh lanswagsiimbernya, diamati
dan dicatat untuk pertama kalin{’aSumber data primer diperoleh penulis
secara langsung melalui wawacara dengan Hakim BéagaNegeri

Malang yang berkompeten dengan masalah yang ditelit

2 Ronny, Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukumha@a Indonesia, Jakarta.
1988. h. 15.

29 Marzuki, 1983. Metodologi Riset. Ull, Yogyakarta. h.55
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2. Data sekunder adalah data yang bukan diusahakandiri
pengumpulanny® Sumber data sekunder diperoleh dari studi
kepustakaan berbagai literature, makalah, korajglataatau perundang-
undangan yang mengatur tentang segala hal yangitsarkpermasalahan

penelitian.

D. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Hakim Peilga Negeri
Malang, sedangkan sampelnya adalah Hakim Pengadédgeri Malang yang
pernah memeriksa dan memutus perkara anak. Saniteletutan secara
purposive  sampling yakni sampel vyang dipilih berdasarkan
pertimbangan/penelitian subyektif dari penelitimai dalam hal ini penelitian
menentukan sendiri responden mana yang dianggamat dapewakili

populasi®

E. Teknik Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data di lapangan, penulis memaian teknik
pengumpulan data diantaranya :
1. Wawancara adalah pengumpulan data informasiasésan dengan tujuan
untuk menghimpun data berupa tanggapan, pendapatkikan, perasaan,
motivasi dan keinginan seseorang yang dilakukamat&p obyek orang,

sumber, atau instansi yang bersangkufan”.

%0 bid, h. 56
31 Burhan Ashsofa, Metode Penelitian Hukum, Rineka Ciptiearda. 2001. h. 91.

%2 Hadari Nawawi, 1985. Metode Penelitian Bidang IImu So8ajah Mada University
Press. Yogyakarta.. h. 111.0
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2. Dokumentasi, adalah stau metode dengan mengagegainjaman data
yang relevan dan mengadakan evaluasi terhadapedstdut.
3. Kepustakaan, adalah suatu metode dengan meapelBjeratur

berhubungan dengan meteri penelitian.

F. Analisis Data

Dalam menganalisa data, teknik atau metode waggnakan adalah
deskriptif analisis, yaitu prosedur pemecahan raaisghng diteliti dengan
cara memaparkan data yang telah diperoleh darigoeat@n kepustakaan dan
pengamatan lapangan, kemudian dianalisa dan dinetasikan dengan
memberikan kesimpulan. Menurut Winarno Surakhmaangy dimaksud
dengan analisa deskriptif adalah “memusatkan dadap masalah-masalah
yang ada di masa sekarang yang bersifat aktualudtieam data yang ada

dikumpulkan, disusun, dijelaskan serta dianalfda”.

% Winarno Surakhmad, 1981. Paper, Spripsi, Tesis, DeséFasito. Bandung,. h. 61.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum tentang Pengadilan Negeri Malang

Pengadilan Negeri Malang merupakan Lembaga P enauillzk
Pemerintah Respublik Indonesia di bawah Mahkamamggang memiliki
visi : “Mewujudkan Supremasi Hukum melalui Kekuas#&aehakiman yang
mandiri, efektif, dan efisien serta mendapatkarekegyaan publik,
profesional dalam memberi layanan hukum yang bditksaetis, terjangkau
dan berbiaya rendah bagi masyarakat serta mampjawanpanggilan
pelayanan publik. Untuk mewujudkan visi tersebutd@elilan Negeri Malang
berkomitmen dengan memiliki misi sebagai berikut :
1. Pemberian rasa keadilan yang cepat dan jujur;
2. Peradilan yang mandiri dan independen dari catamgan pihak lain;
3. Memperbaiki akses pada pelayanan hukum danifsarad
4. Memperbaiki kualitas input eksternal pada preszadilan;
5. Institusi peradilan yang efisien, efektif damrbartabat;
6. Melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman dengaatbabat, integritas,

dan biaya dipercaya serta transparan

Pada saat ini Pengadilan Negeri Malang dipimpeh @apak
Mochamad Tafkir, SH, dengan jumlah pegawai sebaii@adrang yang
terbagi dalam beberapa staf atau bagian kepengubasia dari struktural
maupun fungsional di mana hakim juga termasuk @irdaya. Jumlah

pegawai tersebut dapat diklasifikasikan dalam baegegian sebagai berikut :

38
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Tabel 1

Jumlah Pegawai Pengadilan Negeri Kelas | B Malang

No Bagiar Jumlat
1. Hakim 9
2. Pejabat Struktural 9
3. Panitera Pengganti 21
4. Juru sita 2
5. Pidana 11
6. Perdata 10
7. Hukum 3
8. Kepegawaian 5
9. Umum 5
10. Keuangan 3
Jumlah 78

Sumber : Pengadilan Negeri Malang, 2008.

Berdasarkan tabel tersebut diketahui dari 78gppayawai di
Pengadilan Malang sebanyak 9 orang adalah Hakorargy adalah pejabat

struktural, 21 orang Panitera Pengganti, 2 orang Siia, 11 Panitera Muda
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Pidana, 10 Panitera Muda Perdata, 3 orang Pahiieda Hukum, 5 orang
bagian Kepegawaian, 5 orang bagian Umum, dan 3ydragian Keuangan.
Dalam organisasinya, Pengadilan Negeri Malang pugryai
beberapa pejabat struktural maupun fungsional yaglgksanakan tugasnya
sesuai dengan bidangnya masing-masing. Berdashataersebut, maka

Pengadilan Negeri Malang memiliki susunan organsasagai berikut :
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Gambar 1

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kelas | B Mahng
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Tugas dan tanggungjawab masing-masing pejabat datakiur organisasi :
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1. Ketua merupakan Pimpinan Pengadilan, yang meyaptugas dan
tanggung jawab untuk menyelenggarakan peradilagatebaik dan
menjaga terpeliharanya citra dan wibawa pengadianpinan pengadilan
wajib menguasai dan memahami dengan baik selugasttugas meliputi
bidang teknis yusticial dan bidang administrasik laaministrasi perkara
maupun administrasi umum dan tugas-tugas lain géyepankan oleh
Undang-Undang.

2. Wakil Ketua membantu Ketua dalam membuat prodeana jangka
pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya, seiganganisasiannya.
Melaksanakan delegasi wewenang dari Ketua. Melakpkagawasan
intern untuk mengamati pelaksanaan tugas yang tékahjakan apakah
sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yarakbesérta melaporkan
hasil pengawasan tersebut kepada Ketua.

3. Panitera/Sekretaris membantu Pimpinan pengaddEm membuat
program kerja jangka pendek dan jangka panjangkpahaannya, serta
pengorganisasiannya. Mengatur pembagian tugasgief@ipaniteraan.
Bertanggung jawab atas semua penyelenggaraan athasnbaik
administrasi perkara maupun administrasi umumadesttanggung jawab
terhadap kepengurusan dokumen-dokumen pentinghenhgibungan

dengan peradilan.
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. Wakil Panitera membantu pimpinan dalam membragram kerja jangka
pendek dan jangka panjang dalam pelaksanaan dgongamnisasiannya
serta membantu Panitera di dalam membina dan mesjaelaksanaan
tugas-tugas administrasi perkara.

. Wakil Sekretaris Panitera membantu pimpinan aditgn dalam membuat
program kerja jangka pendek dan jangka panjangrdp&aksanaan dan
pengorganisasiannya serta membantu Panitera dadengawasi
pelaksanaan tugas-tugas administrasi umum.

Penitera Muda (PanMud) Pidana membantu Pimg?esugadilan dalam
membuat program kerja jangka pendek dan jangkapgmalam
pelaksanaan dan pengorganisasiannya serta menitemtara dalam
menyelenggarakan administrasi perkara dan pengoladr@ayusunan
laporan dalam bidang Pidana.

Panitera Muda (PanMud) Perdata membantu Pimgteagadilan dalam
membuat program kerja jangka pendek dan jangkapgmalam
pelaksanaan dan pengorganisasiannya serta menitemtara dalam
menyelenggarakan administrasi perkara dan pengoladr@yusunan
laporan dalam bidang Perdata.

Panitera Muda (PanMud) Hukum membantu Pimpiremg&dilan dalam
membuat program kerja jangka pendek dan jangkapgrmalam
pelaksanaan dan pengorganisasiannya

Kepala Urusan Umum membantu Pimpinan Pengaddéam membuat

program kerja jangka pendek dan jangka panjangndaklaksanaan dan
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pengorganisasiannya serta membantu menyelenggaadkanistrasi
umum dan pengolahan/penyusunan laporan dalam unnsam.

10. Kepala Urusan Kepegawaian membantu Pimpinagd@dan
dalam membuat program kerja jangka pendek dan gapgkjang, dalam
pelaksanaan dan pengorganisasiannya serta meniamtara
menyelenggarakan administrasi umum dan pengoladéaysunan
laporan dalam urusan Kepegawaian.

Kepala Urusan Keuangan membantu Pimpinan Pegagathlam
membuat program kerja jangka pendek dan jangkapgralam
pelaksanaan dan pengorganisasiannya serta menRemtara
menyelenggarakan administrasi umum dan pengolagayiisunan dalam
urusan keuangan rutin/pembangunan.

Hakim membantu Pimpinan Pengadilan dalam metysaogram kerja
jangka pendek dan jangka panjang dalam pelaksataean
pengorganisasiannya serta melakukan pengawasardigaggskan Ketua
untuk mengamati pelaksanaan tugas seperti penygzleamn administrasi
perkara perdata dan pidana serta pelaksanaan ekyakg dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melapuy&&epada
Pimpinan Pengadilan.

Juru Sita bertugas melaksanakan semua peyiatghdiberikan oleh
Ketua Pengadilan, Ketua Sidang dan/atau Panitera.

Panitera Pengganti bertugas membantu Hakinmdadaisidangan perkara
perdata maupun pidana serta melaporkan kegiataidpagan tersebut

kepada Panitera Muda yang bersangkutan.
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B. Penerapan Sanksi Pidana dan Tindakan Terhadap Aak Menurut

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997

Sebelum dijelaskan mengenai penerapan sanksi pittanandakan terhadap

anak menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1997, makku ini akan

disajikan gambaran jumlah perkara anak yang sughaitu$ di Pengadilan

Negeri Malang dan mempunyai hukum tetap sejak t2002 sampai dengan

tahun 2007 :
Tabel 2
Jumlah Perkara Pidana yang Sudah Diputus Di Pengatiin Negeri
Malang dan Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap Sejak Talun 2002

Sampai Dengan Tahun 2007

Ketertiban Umum

Pasal 170 KUHP

Jenis Tindak Pidana Tahun Jumlah %
2002 | 2003| 2004 2005 2006 2007
Kejahatan terhadap| 3 4 2 1 1 - 11 10,5

Kejahatan terhadap
Kesopanan

» Pasal 285 jo 55 (1

ke 1 KUHP - - 1 1 - - 2
« Pasal 290 KUHP = 2 2 1 - - 5
. Pasal 303 KUHP | 3 3 2 - - i 8
- Pasal 82 UU - ; - . ) - A

23/2002 jo 65 (1)

1,9
4,8
7,6

0,9
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KUHP

Kajahatan terhadap

Kemerdekaan
Seseorang
Pasal 335 KUHP - - - - 1 1 0,9
Pembunuhan
Pasal 340 KUHP 1 - - - - - 0,9
Penganiayaan
Pasal 351 KUHP 2 - 2 1 1 6 5,7
Tabel 2 lanjutan
Jenis Tindak Pidana| Tahun Jumlah ¢
2002 | 2003| 2004 2005 2006 2007
Pencurian
» Pasal 362 KUHP 2 4 1 1 2 12 11,5
e Pasal 363 KUHP 3 8 1 5 14 5 36 36,6
Penipuan
» Pasal 378 KUHP 2 = 1 1 1 5 4,8
Kepemilikan Senjatg
Api Pasal 2 (1) UU
12/Drt 1957 3 3 - - - 1 7 6,7
Kejahatan Narkotika|
* Pasal 18 (1) huruf| - - = 1 - 1 0,9
a UU 22/1997
- Pasal 78 UU 1 1 1 - 3 3 2,8
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22/1997

» Pasal 85 UU

22/1997

0,9

Kejahatan
Psikotropika

Pasal 62 UU 5/1997

19

Penebangan Kayu
Liar
Pasal 50 (3) e jo 78

(5) UU 41/1999

0,9

Menjual VCD Porno

sebagai pekerjaan

0,9

Jumlah

21

26

13

13

23

104

10

%

20,2

25

12,5

12,5

22,

100

Sumber : Pengadilan Negeri Malang, 2008

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui balereapa pidana

yang pernah diputus di Pengadilan Negeri Malangmdampunyai kekuatan

hukum tetap diketahui pada tahun 2002 sebanya#d guluh satu) kasus,

tahun 2003 sebanyak 26 (dua puluh enam) kasus) 2004 sebanyak 13

(tiga belas) kasus, tahun 2005 sebanyak 13 (tilge pleasus, tahun 2006

sebanyak 23 (dua puluh tiga) kasus, tahun 200hgaka (delapan) kasus.

Dengan demikian jumlah keseluruhan tindak pidamey yarjadi di wilayah
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hukum Pengadilan Negeri Malang dalam periode 2@*2ebanyak 104

(seratus empat) kasus.

Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa tipdidna pencurian

yang dilakukan oleh anak yang paling banyak ad@talak pidana pencurian

dengan persentase 46,1% atau sebanyak 48 kasosiade 2002-2007.

Setelah diuraikan data mengenai jumlah perkaai& wang sudah

diputus di Pengadilan Negeri Malang sejak tahur22Z807 selanjutnya

diuraikan data mengenai penjatuhan sanksi padaesaak di Pengadilan

Negeri Malang hal ini dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3
Penjatuhan Sanksi Pada Perkara Anak

Di Pengadilan Negeri Malang

No Nama Tindak Pidana Umur Pasal Yang Didakwakan  anks§ Yang Dijatuhkan
1. Ramli Rubis Pencurian dalam keadaan| 14 tahun Pasal 363 (1) ke 4, 5 Pidana penjara 2 (dua) bulan
memberatkan KUHP 15 (lima belas) hari.

2. | Mawan Membawa senjata tajam 16 tahyn Pasal@Wlparurat No. | Pidana penjara 4 (empat)
12 Tahun 1951 bulan.

3. | Syaiful Anwar Mencuri 17 tahun Pasal 362 KUHP idaRa penjara 4 (empat)

bulan.

4. | Agusriyo Mencuri 17 tahun Pasal 362 KUHP Pidaejara 2 (dua) bulan.

5. | Kariyadi Membawa senjata tajam 16 tahun Pagh) DU Darurat No.| Pidana penjara 2 (dua) bulan{
12 Tahun 1951

6. | Rohim Susilo alias Edi Penganiayaan 16 tahur Pasal 351 (1) KUHP Pidarjarpe® (lima) bulan.

Susanto




49

=

[

7. | Ahmat Tohir Zaelani Pencurian dengan kekeragan 6 taun Pasal 365 (1) yo Pasal 53 Pidana penjara 5 (lima) bular).
(1) KUHP
8. Sultan Membawa senjata tajam 17 tahyn Pas3lUWIDarurat No. | Pidana penjara 4 (empat)
12 Tahun 1951 bulan.
9. Slamet Yulianto Kekerasan mengakibatkar] 18 tahun Pasal 170 (2) Ke 2 KUHR Pidana penjat@®) (bulan.
orang lain luka berat
10. | Wawan Budi Utomo Membawa senjata tajam 17 tahuasal 2 (1) UU Darurat Nol Pidana penjara 2 (dua) bulan|
12 Tahun 1951
11. | Karyanto Pencurian dalam keadaan| 17 tahun Pasal 363 (1) ke 3, 4,5 | Pidana penjara 4 (empat)
memberatkan. KUHP bulan 15 (lima belas) hari.
12. | Sutikno Pencurian dalam keadaan| 15 tahun Pasal 363 (1) ke 4 KUHP| Pidana penj#iig® bulan.
memberatkan.
13. | Muhamad Soli Pencurian dalam keadaan| 16 tahun Pasal 363 (1) ke 5 KUHP| Pidana penjéda®) bulan.
memberatkan.
14. | Mustopo Pencurian dalam keadaan| 17 tahun Pasal 363 (1) ke 4, 5 Pidana penjara 3 (tiga) bulan
memberatkan. KUHP
15. | Syahroni Pencurian dengan kekeragan 16 tahurasal B65 KUHP Pidana penjara 3 (tiga) bula|
16. | Sandra Irmawan Perampasan dengan 16 tahun Pasal 368 KUHP Pidana penjara 2 (duapbu
kekerasan.
17. | Iskandar Zulkarnain Menyebabkan matinya 17 tahun Pasal 359 KUHP Pidana penjara 3 (tiggrbul
orang lain karena kealpaan,
18. | Ribut Purnomo Pencurian dalam keadaan| 17 tahun Pasal 363 (1) ke 3 KUHP Pidana penjade@gan)
memberatkan. bulan.
19. | Supii Pencurian dalam keadaan 16 tahun Pasal 363 (1) ke 4, 5 Pidana penjara 2 (dua) bulan
memberatkan. KUHP 15 hari.
20. | Kari Prayitno Pencurian dalam keadaan| 17 tahun Pasal 363 (1) ke 4 yo pagaPidana penjara 2 (dua) bulan
memberatkan. 53 (1) KUHP 15 hari.
21. | Abdul Malik Pencurian dengan kekeras@n 16 tahurPasal 365 (1) (2) ke 2 Pidana penjara 8 (delapan)
KUHP bulan.
22. | Yuli Irwan Pencurian dalam keadaan | 14 tahun Pasal 363 (1) ke 5 KUHP| Pidana penjaesmpt)
memberatkan. bulan.
23. | Haris alias Aris Perampasan dengan 17 tahun Pasal 368 (1) KUHP Pidana penjara 5 (loégn.
kekerasan
24. | Haris Cahyono Pencurian dalam keadaany 17 tahun Pasal 363 (1) ke 3, 5 Pidana penjara 5 (lima) bulan.

memberatkan.

KUHP
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25 | Ustadi Bin Seladi Pencurian dalam keadaan| 15 tahun Pasal 363 (1) ke 4 KUHP| Pidana penjada) (bulan.

memberatkan.

Sumber data : Pengadilan Negeri Malang, 2008

Berdasarkan data-data di atas bagi anak yang olkelakindak pidana
maka terhadap anak nakal tersebut dijatuhi sam#anp berdasarkan pasal 23
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, antara lain dimadpenjara (terdapat
pada tabel) sedangkan yang dijatuhi tindakan tatkkkarena pada
penjatuhan sanksi pidana dan tindakan yang mehatubnurani hakim
dianggap perlu, dan kalaupun hakim dalam menjatupkdana yang berupa
sanksi pidana itu bisa saja dan bukan berarti héikiak ada hati nurani pada
anak tersebut, karena berdasarkan perbuatannygegi@auhinya unsur-
unsur tindak pidana yang dilakukan anak, dan peramesyarakat itu sendiri.

Menurut Zuhairi bahwa : “Penjatuhan sanksi pideada anak
nakal, itu karena kasus atau perbuatannya yangghignperlu adanya sanksi
pidana, dan orang tua, wali atau orang tua asuysyg tidak sanggup lagi
untuk mendidik anaknya tersebdf’.

Dalam proses sidang tersebut sampai pada putudagrus
didampingi orang tua, wali, atau orang tua asultarabagi mereka yang
tidak diketahui orang tua, wali, atau orang tushaga tetap sidang dilakukan
pada persidangan sampai pada putusannya.

Menurut Zuhairi bahwa : “Mengenai penjatuhanaeidp anak

nakal (anak terlantar) yang tidak diketahui oraray tvali, atau orang tua

2 Wawancara dengan Zuhaidakim Anak Pengadilan Negeri Malartgnggal 22
Desember Tahun 2008.
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asuhnya itu hakim dalam penilaian terhadap anaknsi subyektif yang
berarti hakim dalam melihat kasus-kasusnya danateasatidaknya anak
tersebut untuk dididik yang sesuai menurut keyakimakim sendiri dalam
menjatuhkan putusan yang berupa sanksi terséfut”.

Dalam menentukan pidana atau tindakan yang aijpaihkan
kepada anak, hakim harus memperhatikan berat mygaindak pidana atau
kenakalan yang dilakukan oleh anak. Disamping dkirn wajib
memperhatikan keadaan anak, keadaan keluargakeddaan orang tua, wali
dengan sebenarnya.

Hal yang perlu dilihat oleh hakim dalam pengadjjgdana kepada
anak nakal yang melakukan tindak pidana itu bisagzepidana atau
tindakan, dan terhadap anak nakal yang melakukdrugegn yang dinyatakan
terlarang bagi anak itu hanya dijatuhkan tindakardalam penjatuhan pidana
tersebut yang tercantum dalam pasal 25 ayat (1j2jdondang-Undang
Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Maka dengan berdasarkan pasal 25 tersebut, hekiion
memperhatikan berat ringannya tindak pidana ataakadan yang dilakukan
oleh anak dan memperhatikan keadaan anak dan wramgri anak tersebut.

Dari uraian tersebut di atas dapat ditarik spatgertian tentang
penerapan sanksi pidana dan tindakan terhadapupghalak pidana. Yang
dimaksud tindak pidana disini adalah tindak pidseldagaimana yang diatur
di dalam undang-undang. Dan hal-hal lain sebagarngang dapat diberikan

suatu pemidanaan dan tindakan. Dari tindakan &u pérbuatan yang

3 Wawancara dengan Zuhaifakim Anak Pengadilan Negeri Malarignggal
22 Desember Tahun 2008.



52
dilakukan oleh anak, maka hakim mempunyai kewenaggkni kewenangan
untuk memilih penerapan pidana dan tindakan mamauraehakim lebih
tepat untuk diputuskan seperti yang telah diatiardgasal 1 butir 8 Kitab
Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP) yang berisikanang Kewenangan
Hakim.

Dan dalam hal menentukan pidana dan tindakanhalkim juga
diatur dalam pasal 25 Undang-Undang Nomor 3 Tal®@7 tentang
Pengadilan Anak, yakni dalam hal menentukan sgméana dan tindakan
terhadap anak nakal sebagai pelaku tindak pidéredllse memutuskan maka
melihat dahulu berat ringannya tidak pidana yatekdkan atau kenakalan
yang telah dilakukan oleh anak. Di samping itu jogamperhatikan keadaan
keluarga dan lingkungannya dan juga laporan hasiéfitian dari
Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS) dan dalam hagdlemidanaannya
yang dijatuhkan hakim berdasarkan hati nurani yaergifat subyektif, apa
yang menurut hakim dianggap tepat, yang pertimbamgaadalah sebagai

berikut :

=

Segi Perbuatannya (Tindak Pidananya).

N

. Segi Keluarga (orang tua, wali, orang tua asuh).

=

Segi Lingkungan.

»

Laporan hasil penelitian dari BAPAS (Pembingbifemasyarakatan).
ad.1. Segi Perbuatannya (Tindak Pidananya)

Hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana ydagukan oleh
anak, harus mempertimbangkan perbuatan yang déakaleh anak,

sehingga dengan melihat apa yang diperbuat tera&hatdapat
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ad.3.

ad.4.
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dijatuhkan sanksi yang tepat bagi pelaku tindalkmed Jika dipandang
oleh hakim perbuatan anak nakal tersebut dianggiages meresahkan
dan merugikan masyarakat di lingkungan sekitarmyaatdijatuhi
sanksi pidana.

Menurut Zuhairi, bahwa :

“Akan dijatuhkan pidana penjara jika dirasa diakim sangat
nakal yang sehingga orang tua, wali, atau orangsuanya tidak
sanggup lagi untuk mendidik anak terseboit”.

Disamping itu juga, jika anak tersebut kalau dikalikan kepada
orang tuanya akan tidak adanya perubahan karernbamneari segi
keluarga anak tersebut sangat berantakan atauplrtensebut yang
melakukan tindak pidana atas suruhan keluarganya.

Segi Lingkungan

Apalagi dipandang pula bahwa lingkungannya jugacdukung
anak untuk melakukan kejahatan, maka lebih bagtwhjkan pidana
penjara.

Laporan hasil penelitian dari BAPAS (Pembmgbi

Kemasyarakatan)

Setelah adanya laporan dari BAPAS tersebut makianhdapat
menentukan dikenakan sanksi atau tidaknya sesogadehasil

laporan dari BAPAS.

% Wawancara dengan Zuhaifdakim Anak Pengadilan Negeri Malargnggal

22 Desember Tahun 2008
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Disamping hakim dapat menjatuhkan sanksi pid#aa tendakan,
hakim dapat pula menjatuhkan pidana pokok dan taarbaecara komulatif.
Tapi dalam penjatuhan jenis pidana pokok tidak sidengan menjatuhkan
jenis pidana tambahan, tetapi menjatuhkan jenmsnaidambahan tidak boleh
tanpa dengan menjatuhkan jenis pidana pokok.

Pidana tambahan itu adalah pidana yang menarplutria pokok,
bukan berarti dari pidana pokok harus ditambahn@dambahan, sesuai
dengan namanya (pidana tambahan), maka penjatehigrpjdana tambahan
tidak dapat dijatuhkan sendiri secara terpisah a@eignis pidana pokok,
melainkan harus bersama dengan jenis pidana pokok.

Dalam pasal 26 yang mengatur tentang pidana rgekggada anak
nakal, paling lama 1/2 (setengah) dari maksimuna@an pidana penjara
bagi orang dewasa, dan mengenai anak yang belumcapanumur 12 (dua
belas) tahun, maka terhadap anak nakal tersebat dggtuhkan tindakan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 24.

Dengan ketentuan ini, maka pidana maksimum khieshadap
anak nakal yang melakukan tindak pidana adalalsdiu{uh) tahun, dan
itupun harus dilihat kasus-kasusnya dan jarangissieaipun tidak ada/belum
ada anak nakal yang melakukan tindak pidana dijgidana penjara 10
(sepuluh) tahun.

Menurut Zuhairi, mengatakan bahwa :



55
“Penjatuhan pidana terhadap anak nakal itu berkiasdebebasan hakim itu
sendiri berdasarkan hati nurani hakim, dan tidak$erdasarkan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan AR&k”.

Mengenai penjatuhan pidana denda terhadap ahkak peling
lama 1/2 (setengah) dari maksimum pidana dendadragg dewasa dan
sebagaimana dimaksud dalam pidana denda kalaudibagkar maka diganti
dengan wajib latihan kerja yang dilakukan oleh anak
Menurut Zuhairi bahwa :

Dalam hal ini pidana denda yang dijatuhkan terhadegk nakal itu
dirasakan kurang pas atau kurang cocok, karena dedam
penjatuhan pidana denda itu yang membayar itu bdatng tua dari
anak itu sendiri, bukan anak yang membayarnya,hredaini
dirasakan ada efek bagi anak untuk melakukan/mangul
perbuatannya lagi.

Dengan alasan tersebut maka hakim memilih santaingi lain yang
dianggap tepat terhadap anak nakal yang melakikdaktpidana, dan
menurut hakim itu sendiri lebih bagus dan tepattdiji pidana
penjara, disamping itu terdapat efek mendidik walpxaemak?.’7

Dan bagi anak nakal (terlantar) yang tidak diketarang tua,
wali, atau orang tua asuhnya ataupun keluargamyatidak sanggup
membayar denda tersebut, terlebih dahulu hakim etahgi keadaan anak

nakal tersebut dimana keluarganya sebelum hakinjatugrkan putusannya.

% Wawancara dengan Zuhaifdakim Anak Pengadilan Negeri Malangnggal
22 Desember Tahun 2008.

3" Wawancara dengan Zuhaifakim Anak Pengadilan Negeri Malarignggal
22 Desember Tahun 2008.
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Menurut Zuhairi, mengatakan bahwa :

Dan hakim setelah mengetahui hal tentang keadasarakal
tersebut, maka hakim dapat lebih pas menjatuhldangi penjara
kepada anak nakal tersebut atau diserahkan kepgutemen Sosial,
atau organisasi sosial yang bergerak di bidangigiaad, pembinaan
dan latihan kerja seperti yang tercantum dalaml@asayat (1) huruf
¢, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelagaéinak.
Karena kalau tidak bisa membayar dan kemudian tdidangan wajib
latihan kerja yang tercantum dalam pasal 28 ayal4@ (3), yang
menurut hakim itu malah menambah beban bagi amséttet,

bukannya malah untuk diberikan pendidik&n.

Begitu pula pada anak nakal yang melakukan timpad&na dan
walaupun orang tuanya bisa membayar denda, tegindegyakinan hakim
bahwa pidana penjaralah yang dirasa tepat bagirsatad tersebut.

Menurut Zuhairi, mengatakan bahwa :
Dalam pelaksanaan sanksi pidana dan tindakan setsmgatercantum
dalam pasal 23 dan 24 Undang-Udang Nomor 3 tah@@ tEhtang
Pengadilan Anak, dapat dilaksanakan dengan kehebakan dalam
menjatuhkan putusannya sebagaimana berdasarkaruheti hakim

itu sendiri, karena Hakim Anak berdasarkan Surgiuigsan (SK) dan

3 Wawancara dengan Zuhaifakim Anak Pengadilan Negeri Malartignggal
22 Desember Tahun 2008.
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ditunjuk untuk menangani kasus anak nakal di pargjen

pengadilar’

Menurut Made Sadhi Astuti bahwa :

“Jenis pidana yang sesuai bagi anak adalah pétesa yang
dijatuhkan hakim kepada anak hendaknya seimbangatierkeadaan dan
berat ringannya tindak pidana yang dilakukan ake&adaan dan kebutuhan
fisik serta kejiwaan anak, keadaan dan kebutuhayanakat™’

Maka dapat saya simpulkan mengenai pelaksana&sigadana
dan tindakan tersebut harus melihat dari kasusskgsuatau tindak pidana
yang dilakukan anak, melihat keadaan fisik dan al€kejiwaan) dari anak
tersebut, memperhatikan keluarga dan lingkungaryanakatnya dan
ditambahkan dengan laporan penelitian dari BAPASN(BImbing
Kemasyarakatan) yang melaporkan hasil penelitiartidgkah laku atau
sikap anak seperti yang tercantum dalam pasal)39r(@ang-Undang Nomor
3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Maka dengdrakim baru dan
mempertimbangkan untuk menjatuhkan putusannya kepaak nakal yang
diimbangi hati nurani hakim yang pasti setiap manogemiliki hati nurani
yaitu memiliki rasa kasih sayang, apalagi terhaatzak yang masih bisa
dididik dan sifatnya tidak menghilangkan masa degrzak tersebut dalam

mengambil kebijakan dan memutuskannya.

39 Wawancara dengan Zuhaifdakim Anak Pengadilan Negeri Malangnggal
22 Desember Tahun 2008

““Made Sadhi AstutiPemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak
Pidang Penerbit IKIP, Malang, 1997, hal. 108.
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Mengingat tindak pidana anak dapat merugikannaegaasyarakat
dan diri anak itu sendiri, serta dapat merugikanlpgngunan maka perlu
kiranya diadakan kerjasama dari aparat penegaknmuRentuk kerjasama itu
bisa dengan mengadakan penyuluhan hukum yangredriiita dan terpadu
kepada masyarakat, khususnya mensosialisasikamgidladang Nomor 3
Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, sehingga nmelsyiaebih tanggap dan
waspada terhadap bahaya dari kenakalan anak.

Disamping itu tindak pidana yang dilakukan anak derbuatan
yang dilarang bagi anak yang merugikan negara, anakgt dan diri anak
sendiri, maka dengan adanya Undang-Undang Nomah8rm 1997 tentang
Pengadilan Anak, dan penjatuhan sanksi yang tencadalam pasal 23 dan
24 tentang sanksi pidana dan tindakan terhadapraatak yang melakukan
tindak pidana atau melakukan perbuatan yang digoagi anak, adalah
untuk kepentingan masa depan anak itu sendiri se€pagerus bangsa dan
melalui penjatuhan pidana dan tindakan tersebudak untuk menghukum
akan tetapi mendidik dan memberikan bekal yang na@mahya ke masa
depan anak itu sendiri.

Menurut Made Sadhi Astuti bahwa :

“Keuntungan penerapan “Tindakan” terhadap anakiyagndidik,
membimbing, memperbaiki anak yang telah terbukis&lah melakukan
tindak pidana, kepada orang tuanya atau merekamangganti kedudukan

orang tua itu tanpa pidana apapth”.

*1 Made Sadhi AstutiPemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak
Pidang Penerbit IKIP Malang, 1997, hal. 118.
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C. Hambatan-Hambatan Dalam Penerapan Sanksi PidanBan Tindakan
Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun D97

Hasil penelitian di Pengadilan Negeri Malang,diakukan
dengan wawancara pada hakim anak yang mengenairpaitkdak pidana
yang dilakukan oleh anak, yaitu menurut Zuhairiesadeknis diakui terdapat
kendala-kendala/hambatan dalam penerapan sadisigpdan tindakan
terhadap anak menurut Undang-Undang Nomor 3 Ta@8a faitu anak
tidak sepenuhnya mengetahui resiko-resiko akarup&h yang dilarang
menurut hukum yang berlaku, selain juga sangarldigen adanya pelatihan
dan pendidikan lanjutan pada hakim yang menangakapa anak agar dapat
memahami psikologi anak sehingga penjatuhan puttipenoleh secara adil
sesuai kebutuhan anak. Selain itu, jika seanddemedi putusan yang
menerapkan sanksi tindakan terkadang juga dipekaletiala bahwa orang
tua, wali, atau orang tua asuh anak ternyata ségkenuhnya memiliki
komitmen untuk mendidik anaknya agar tidak melakuyt@rbuatannya yang
dilarang atau perbuatan pidalia.

Adapun kendala-kendala/ hambatan lain yang mushedaim
penerapan sanksi pidana penjara dan kurungan sgrfeachk dikhawatirkan
membawa pengaruh buruk bagi anak karena lingkusgsial di Lembaga
Pemasyarakatan yang bercampur dengan narapidakganplain. Fasilitas
Lembaga Pemasyarakatan yang kurang memadai dakessatan,
pengawasan dan pembinaan. Dalam hal penjatuhangpttanda yang

dijatuhkan terhadap anak nakal itu dirasakan kupasgatau kurang cocok,

2 Wawancara dengan Zuhaifakim Anak Pengadilan Negeri Malarignggal
22 Desember Tahun 2008.
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karena tetap dalam penjatuhan pidana denda ituryangpayar adalah orang
tua dari anak itu sendiri, bukan anak yang memlmgypamalah hal ini
dirasakan ada efek bagi anak untuk melakukan/ ni@ngyperbuatannya
lagi.** Jika dalam hal penjatuhan pidana pengawasan ghethk nakal
terdapat kendala/ hambatan yang berupa belum agengturan yang secara
khusus mengatur mekanisme pelaksanaan pidana pasaaw

Begitu juga adanya kendala-kendala/ hambatan ang
dihadapi, terhadap anak nakal yang oleh hakimutijetn sanksi Tindakan
yang berupa dikembalikan ke orang tua sebagaimana dalam Pasal 24
ayat 1 huruf a, yaitu: kendala yang terdapat padagtua anak nakal tersebut
dimana orang tua anak nakal tersebut tidak mamfukumendidik anaknya
sebagaimana mestinya dikarenakan orang tua arsgbtdrtelah bercerai.
Atau anak tersebut telah ditelantarkan oleh oraaganak tersebut sejak lama.
Kendala/ hambatan juga akan muncul jika dalameemgiomi kondisi orang
tuanya lemah begitu pula dengan lingkungan tenipggal yang kumuh yang
membawa pengaruh buruk bagi anak tersebut darkeeghatan dan
kesempatan mendapat pendidikan yang layak.

Jika sanksi yang dijatuhkan oleh hakim terhadegk anakal
sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat 1 hurufudiaerahkan kepada
negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan d@imalia kerja. Maka
kendala/ hambatan yang akan muncul adalah padapeesiembaga-lembaga
yang ada untuk dapat melaksanakan pendidikan, peaubidan latihan kerja

terhadap anak nakal yang mempunyai latar belakarapiana sebagai

* Ibid
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tanggungjawabnya. Begitu juga pada penerapan stimitakan terhadap anak
nakal pada Pasal 24 ayat 1 huruf c.

Walaupun begitu hasil penelitian ini secara yiarrmatif tidak
diperoleh hambatan-hambatan dalam hal penerap&si gadana dan
tindakan terhadap anak menurut Undang-Undang N@miahun 1997
tentang Pengadilan Anak atau dengan kata lain Wpatlendlang Nomor 3
Tahun 1997 dan dapat dilaksanakan tanpa adanyaat@mlblal tersebut
dikarenakan hakim bebas dalam menjatuhkan pidamaid#alam kebebasan
ini tentu ada batasnya tidak pidana ada maksimumudhdan minimum
umum dan jenis pidananya pun tertentu. Disampindalam hal memutuskan
perkara tindak pidana anak yang berwenang adakimhhal ini telah diatur
dalam pasal 1 butir 8 Kitab Undang-Undang Hukumradzidana (KUHAP)
yang berisikan tentang Kewenangan Hakim.

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diervewenang
oleh undang-undang untuk mengadili. Dan hakim joiga menentukan
putusannya dengan hati nurani hakim itu sendiripiamlaiannya bersifat
subyektif. Maka dengan ini hambatan-hambatan agare@pan sanksi pidana
dan tindakan yang ada dalam Undang-Undang Nomah8iT 1997 tentang

Pengadilan Anak, tidak ada ataupun bisa dikatakacal-lancar saja.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
Setelah penulis menguraikan tentang penerap&sigaidana dan
tindakan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomi@tin 1997 tentang

Pengadilan Anak, dan berdasarkan pembahasan yahgliakukan dalam bab

terdahulu, maka dalam bab penutup ini akan dikekark#&esimpulan-kesimpulan

sebagai berikut :

1. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentamg&dilan Anak, tersebut
adalah peraturan yang lebih khusus yang sebeludiay@ dalam pasal 45, 46,
47 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Makagde Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1997 dapat mengenyampingkdangiundang umum
yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum RiEJHP), disamping
itu setiap anak yang terlibat perkara pidana meaidagrlakuan yang berbeda
dibandingkan dengan orang dewasa, hal itu mengarggk merupakan generasi
muda dan masih perlu adanya pembinaan.

2. Penerapan sanksi pidana dan tindakan terhad&pateku tindak pidana
merupakan kewenangan hakim untuk memilih penerpjgama dan tindakan, di
mana menurut hakim lebih tepat untuk diputuskam @sam hal menentukan
pidana dan tindakan terhadap anak nakal sebagaiypghdak pidana sebelum

memutuskan, maka Hakim melihat dahulu berat ringarnicak pidana yang
60
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dilakukan oleh anak. Disamping itu juga Hakim jugemperhatikan keadaan
keluarga dan lingkungannya dan juga laporan hasiéfitian dari Pembimbing
Kemasyarakatan (BAPAS) dan dalam hal ini pemidamgagang dijatuhkan
hakim berdasarkan hati nurani yang bersifat sulfygéhgan menekankan pada
hati nurani yaitu memiliki rasa kasih sayang, agiaierhadap anak yang masih
bisa dididik dan sifatnya tidak menghilangkan m@span anak tersebut dalam
mengambil kebijakan dan memutuskannya. Pertimbahgkim tersebut
meliputi :

a. Segi Perbuatannya (Tindak Pidananya).

b. Segi Keluarga (orang tua, wali, orang tua asuh).

c. Segi Lingkungan.

d. Laporan hasil penelitian dari BAPAS (Pembingbikemasyarakatan).
Hambatan-Hambatan dari penerapan Undang-Undangn3 Tahun 1997
tentang Pengadilan Anak secara yuridis normatiktidiperoleh hambatan-
karena hakim bebas dalam menjatuhkan pidana ddadain kebebasan ini tentu
ada batasnya tidak pidana ada maksimum khusus méamum umum dan jenis
pidananya pun tertentu. Namun secara teknis tengpigadapat kendala-kendala
seperti : anak tidak sepenuhnya mengetahui ressitie akan perbuatan yang
dilarang menurut hukum yang berlaku, masih dipentu&danya pelatihan dan
pendidikan lanjutan pada hakim yang menangani paikaak agar dapat

memahami psikologi anak, terkadang orang tua, &kl orang tua asuh anak
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ternyata tidak sepenuhnya memiliki komitmen untidndidik anaknya agar

tidak melakukan perbuatannya yang dilarang ataouag¢an pidana.

Saran-saran
Sebelum mengakhiri uraian dalam skripsi ini penialgin memberikan
saran-saran sebagai upaya pemikiran penulis setagibeberapa uraian dan
pembahasan serta kesimpulan yang telah dikemukaia® saran-saran yang
diajukan adalah :

1. Dengan melihat kenyataan-kenyataan yang adagingat tindak pidana yang
dilakukan oleh anak, dapat merugikan negara, makgaidan dirinya sendiri
serta dapat merugikan pembangunan, maka dalami gedéasa dan tindakan
harus tegas.

2. Hakim khususnya hakim anak perlu diberikan jjedatdan pendidikan lanjutan
agar dapat memahami psikologi anak, sehingga nantiapat menjatuhkan
putusan yang adil sesuai dengan kebutuhan anak.

3. Meskipun hakim mempunyai kebebasan dalam mdrjatuputusan, namun
hakim harus tetap menjaga obyektivitas sehinggasput tersebut dapat

mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat khuatesmgk.
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